BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44  TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

a.

)
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DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi satuan kerja
dilingkungan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) perlu disusun Pedoman
Penatausahaan APBD:;

bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a,
perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N:gara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);







7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20053
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi. dan
Pemcerintahan  Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 737);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2006;

¥

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ? PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagal unsur penyelenggara
Pemerintah Dacrah;

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Bupati adalah Bupati Kubu Rava;

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Kubu Raya;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu
Raya;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk
dengan keputusan Kepala Dacrah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan;

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sclaku pengguna anggaran/pengguna barang:
Anggaran dan Pendapatan Belania Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disctujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan:

Pemegang Kckuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah Kepala Daerah yang jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

- Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah vang sclanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah:

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak

dalam kapasitas scbagai Bendahara Umum Dacrah:







m
12 Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umu

Daerah. T
13. Satuan Kerja Perangkat Dacrah y :
perangkat daerah pada Pemerintah Dac

an/pengguna barang; . - ' .
14 zl;rclajgagt?; Pglzkiina Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada uni

kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
I tugasnya: .

15 lf)’glagggur:;& Ar{ggaran adalah pejabat pemegang kewengngan penggunaan anggaran untuk

" melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dnplmpm;
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat vang diberi kuasa untu
i SKPD; . N ) .
17 gz?af)ualzg;énatauséhaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pcjabat

. vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

5% Wy i i la
anan uang dacrah yang ditentukan oleh Kepa
18. B Iﬂﬁthr?l%rr%lﬁnapc}fﬁghséet}n atpgggrgg{‘a%n daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah; .

19. Rekening Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
fepala Dacrah untuk menampung sefuruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditujuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dacrah dal;'im
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD:;

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

22. Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana, belanja untuk masing-masing program
dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan oleh pengguna
anggaran;

23. Dokumen Pelaksanaan  Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

24. Dokumen Pclaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksana kegiatan dalam setiap periode;

26. Surat Penycdiaan Dana yang sclanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pcjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

28. SPP Uang Persediaan vang sclanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan olch
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali

(revolving) vang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

- SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan olch bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan vang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

30. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dengan uang;

31. SPP Langsung yang sclanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK:

lanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja
rah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna

k melaksanakan scbagai tugas
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32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/
diterbitkan oich pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD;

- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan olch pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD vang dipergunakan sebagai uang muka
kerja untuk mendanai kegiatan:;

34. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perscdiaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU
adalalah dokumen vang diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari Jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditctapkan
scsual dengan ketentuan:

36. Surat Perintah Membayar Langsung vang sclanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga: " ,

37. Surat Perintah Pencairan Dana vang sclanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan scbagai dasar pencairan dana vang diterbitkan olch BUD berdasarkan SPM.

. Pasal 2

(1) Pedoman Penatausahaan APBD meliputi
A Azas umum penatausahaan keuangan dacrah;
B. Pengelolaan Keuangan Daerah:
" Penatausahaan Pengeluaran:
Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
Surat Perintah Membayar (SPM);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan / Pekerjaan Barang dan Jasa:
- Klasifikasi Pembayaran Terhadap Jjenis Belanja.
(2) Pedoman Penatausahaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di - Sungai Raya,
pada tanggal 19 -8 - 2008

PENJABAT BUPAT, KUBU RAYA, v

Diundangksh di Sungaj Raya -
Pada tanggal .20/ 8/ 200

Ply. SEKRETARISpp UPATEN KUBU RAVK 77
(WKAMARUZZAMAN y

KABUPATEN Kuay RAYA
G}..... NOMOR .....44........







